
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON 

 
NOMOR     17   TAHUN 2009 SERI B.3 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON 

 
NOMOR  17    TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI TEMPAT  PELELANGAN IKAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI CIREBON, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

nelayan, semua hasil penangkapan ikan di laut harus dijual secara lelang 
di Tempat Pelelangan Ikan; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud pada huruf a, 

maka setiap penggunaan Tempat Pelelangan Ikan dikenakan Retribusi 
Tempat Pelelangan Ikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3299); 

 
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentanf 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3699); 
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6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);  

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang 

Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22); 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 5 Seri. D.4); 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2009 Nomor 8 Seri C.2). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON 

dan 
BUPATI CIREBON 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  PELELANGAN 
IKAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten Cirebon; 
 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
 
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon; 

 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan; 

 
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang 

Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

 
7. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, 
Daerah dan Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, 
dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya; 

 
8. Ikan adalah Semua jenis ikan dan hasil laut lainnya; 
 
9. Pelelangan Ikan adalah Proses penjualan ikan di hadapan umum dengan 

cara penawaran bebas dan meningkat; 
 
10. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah Kegiatan untuk melaksanakan 

pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai 
dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan yang 
berusaha di bidang perikanan, dan atau lebih diprioritaskan oleh  koperasi 
perikanan yang telah mendapat izin Bupati; 

11. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Setiap orang atau badan yang 
menyelenggarakan pelelangan ikan; 

12. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah Tempat para 
penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan 
hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh pemerintah daerah; 

13. Penyelenggara Lelang adalah Koperasi Perikanan atau koperasi lainnya 
yang ditunjuk oleh Bupati; 

14. Biaya Lelang adalah Biaya yang diperlukan dan dihimpun oleh 
Penyelenggara Lelang yang mendapat izin dari Bupati untuk biaya 
administrasi lelang; 
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15. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran penggunaan 
fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan milik Pemerintah Daerah; 

16. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran; 

17. Koperasi Perikanan adalah koperasi primer yang mempunyai usaha pokok 
di bidang perikanan dan beranggotakan nelayan dan bakul dan didirikan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

18. Sarana Fungsional adalah Sarana yang berfungsi untuk memperlancar 
kegiatan pelayanan di pelabuhan pendaratan ikan; 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah 
Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang 
terutang; 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut 
SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang 
masih harus dibayar; 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan 
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau denda; 

23. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

BAB II 
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Rertribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi atas 
penggunaan Tempat Pelelangan Ikan termasuk kelengkapannya. 

Pasal 3 
(1) Obyek Retribusi  adalah setiap penggunaan dan pemanfaatan jasa dan 

fasilitas Tempat Pelelangan Ikan. 
 
(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas 

Tempat Pelelangan Ikan yang dimiliki atau dikelola Pihak Swasta. 
 

Pasal 4 
 
Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan dan 
memanfaatkan jasa dan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan. 
 

Pasal 5 
 

Wajib Retribusi adalah pemenang lelang di Tempat Pelelangan Ikan. 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 6 
 

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. 
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BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 7 
 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan diukur 
berdasarkan frekwensi penggunaan dan pemanfaatan Tempat Pelelangan 
Ikan. 
 

BAB V 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF 
Pasal 8 

 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan, struktur dan besaran tarif Retribusi 
Tempat Pelelangan Ikan didasarkan atas tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh 
pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi 
pada harga pasar. 
 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF 

Pasal 9 
 

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pemanfaatan fasilitas 
pelayanan jasa dan nilai transaksi jual beli. 

 
(2) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua per 

seratus) dari nilai transaksi jual beli. 
 

BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 
 

Retribusi yang terutang dipungut di daerah. 
 

BAB VIII 
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 11 
 

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

BAB IX 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 12 
 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
 

BAB X 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 
 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai. 
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(2) Tata cara pelaksanaan pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran 
retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
(3) Hasil punggutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetor 

langsung secara bruto ke Kas Daerah. 
 

BAB XI 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 14 
 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang 
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 
perseratus) setiap bulan dari besaran retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD . 
 

BAB XII 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 15 
 

(1) Bagi Wajib Retribusi yang tidak dapat atau tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis. 

 
(2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal 

tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

 
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 

teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi 
retribusi yang terutang. 

 
(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikeluarkan oleh 

pejabat yang ditunjuk. 
 

Pasal 16 
 

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan 
retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1 ) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 
 

BAB XIII 
KADALUARSA 

Pasal 17 
 

(1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib 
retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi . 

 
(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan surat teguran atau; 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 
 

Pasal 18 
 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus . 
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(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang 

sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 

BAB XIV 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 19 
 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi 

  
(2) Pemberian dan tata cara penggurangan, keringanan dan pembebasan 

retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  
 

BAB XV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 20 
 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksankan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
atau benda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. 

 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

 
BAB XVI 

PENYIDIKAN 
Pasal 21 

 
(1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di 

beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku . 

 
(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :  

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencataan dan dokumen-dokumen lin dan melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawah 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi 
daerah; 

i. Memanggil orng untuk didenggar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; 
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k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 

 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut Umum, sesuai dengan penentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

 
BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 22 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaanya akan tetapikan dengan Peraturan Bupati . 
 

Pasal 23 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon. 
 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 25 Juni 2009 
 
BUPATI CIREBON, 
 

TTD 
 
  DEDI SUPARDI 

 
Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 16 September 2009 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 
 
 
 
 
 
 

      NUR RIYAMAN NOVIANTO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 17 SERI B.3 

 


